PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek
kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM)
yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat
pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat
kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta
keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka
kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral
pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya
mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis
dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang
berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh
penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan
pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk
dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan
hanya oleh sebagian atau segolongan tertentu.

Perkembangan . . .
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Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus
mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional
yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial
ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan
sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat
Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas
hidup untuk semua penduduk.

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada
dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh
manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi
juga internasional. Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga
tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi
pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun
non fisik termasuk spiritual.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam
jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan.
Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan
kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang.
Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman
mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga secara tepat.

Dalam konteks perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk
sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program
nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang
tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk melaksanakan
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
diperlukan suatu lembaga yang kuat.

Il. PASAL . ..
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Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

a. asas norma agama yang berarti bahwa perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi
atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan
Yang Maha Esa.

b. asas perikemanusiaan yang berarti bahwa perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi
atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan
Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama
dan bangsa.

c. asas keseimbangan berarti bahwa perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga harus
dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat,
antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

d. asas manfaat berarti bahwa perkembangan kependudukan
dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang
sehat bagi setiap warga negara.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan
sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan
pekerjaan serta rasa aman.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruft. ..
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Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . ..
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Pasal 18
Yang dimaksud dengan "daya dukung alam” adalah kemampuan
lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk
menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara
berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah
kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi
perikehidupan penduduk.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengendalian kelahiran”
adalah agar pertambahan penduduk tidak melebihi
kapasitas produksi yang tersedia sehingga pemenuhan
kebutuhan dapat seimbang dengan daya dukung
lingkungan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "mobilitas penduduk” adalah
gerak keruangan penduduk dengan melewati batas
wilayah administrasi pemerintahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21 . ..
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Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyuluhan kesehatan

reproduksi

dilakukan oleh

tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 22

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Petugas keluarga berencana meliputi tenaga kesehatan
dan tenaga lain yang terlatih.

Huruf f
Cukup jelas.

Hurufg. ..
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Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat(1)
Yang dimaksud dengan seluruh dimensinya antara lain
meliputi:
a. peningkatan potensi ekonomi keluarga,;
b. pembinaan pemenuhan gizi seimbang;
c. kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan
dan pola hidup sehat;
d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan; dan
e. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan

kesehatan ibu dan anak.

Ayat (2) . . .


http://www.djpp.depkumham.go.id

Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat(1)
Yang dimaksud dengan "daya dukung alam” adalah
kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan

sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta
makhluk lain secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan” adalah
kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk
memenuhi perikehidupan penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat(3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36 . ..
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Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya
peningkatan pemahaman mengenai pembangunan

kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan
penduduk yang berkualitas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43 . ..
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Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah lembaga

swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi
profesi dan swasta.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 . ..
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Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Pengembangan wawasan kependudukan dapat dilakukan oleh

pemerintah dan masyarakat baik secara sendiri
bersama-sama.

maupun

Pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan
dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan,
penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan

pembangunan kependudukan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
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